
-

I aElF.I
E f.* sf
t{ ,l!t
"--

KOMISI PEMILIHAI{ UMUM

KABUPATET{ MATENE

c!arrf,!a[TrJfllJllt.cll!|

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR 42 TAHTJN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operator

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene serta terlib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan

peke5'aan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten M4jene;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan flmum
Kabupaten Majene tentang Penetapan Operator

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

: l. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan

Mengingat
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kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3881);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O04 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Repnblik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2O24 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor I I Tahun 2OO8 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Iembaran Republik Indonesia Nomor

6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200g tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20O9 tentang
Kearsipan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2O2Q tentartg Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang- tlndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O23 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2Ol7 tentang Pemilihan l-lmnm Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (l-embaran Negara Reputrlik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

6e2l;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemiiihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Llmum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Ttrgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerl'a Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah cliubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umnm Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota {Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

az5ji

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2O23 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Pnblik di Komisi Pemilihan Llmnm,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

870) sebagaimana telah diubah sebagian dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1l
Tahun 2O24 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16

Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 799)l

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 272);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

IO/HK.O4|O8/2O22 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi darr Informasi Htrkum

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352

Tahun 2024 tentang Strulctur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umurrr.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN M,dJENE NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANC PENETAPAN OPERATOR WEBSITE

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN M.AJENE.

Menetapkan Operator Website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majene sebagai berikut :

Nama : Nurlinda S

Jabatan :StafSubbagianTeknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Email : nurlinda. sabaruddin@gmail.com

Operator Website Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) bertugas untuk mengelola

Website "Iaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Majene.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 28 JuE2O25

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE.

ttd.

SUBHAN
Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
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